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A. Latar Belakang 
Tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat 
mungkin menjadikan dasar bagi golongan masyarakat tertentu untuk 
melakukan kredit guna mendapatkan atau memperoleh sesuatu kebutuhan 
yang diinginkan. Kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan 
untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat 
dicicil secara berkala. Perkembangani lapangani pekerjaani dii Indonesiai 
sepertii ojeki onlinei baiki rodai 2i (dua)i ataui rodai 4i (empat)i itui jugai 
berdampaki terhadapi minati masyarakati untuki melakukani krediti tersebut. 
Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit ini mungkin 
sebagian dapat akomodir oleh perusahaan pembiayaan (finance). Perusahaan 
pembiayaan atau finance ini adalah suatu lembaga yang menyediakan 
pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang yang pembayarannya 
dapat dilakukan secara berkala atau dicicil. Hal ini yang selanjutnya 
menimbulkan jaminan berupa benda yang kemudian dibebani jaminan fidusia, 
selain itu pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah 
didaftarkan pada kantor pendaftara fidusia oleh instansi terkait dalam hal ini 
berada dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia, hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat Undang Undang Jaminan Fidusia 
yang selanjutnya disebut (UU JF). Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 
paling lambat 1 bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit, serta harus 
melalui perjanjian ikutan yang dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat UUJF dan Peraturani Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2015i 
tentangi Tatai Carai Pendaftarani Jaminani Fidusiai dani Biayai Pembuatani 




memudahkani pihaki financei untuki melakukani eksekusii jaminani fidusiai 
apabilai suatui saati nantii terjadii krediti maceti ataui ciderai janji. 
Selaini itui yangi menjadii permasalahani yaitui mengenaii siapai yangi 
berhaki atasi melakukani eksekusii apabilai debituri tidaki mampui membayari 
angsurani kredit.i Terkaiti haki eksekusii atasi bendai yangi dibelii secarai 
angsurani terdapati perbedaani pascai adanyai putusani Mahkamahi Konstitusii 
Nomori 18/PPU-XVII/2019,i MKi menyatakani Pasali 15i ayati Undang-
Undangi Jaminani Fidusiai berikuti penjelasannyai sepanjangi frasai kekuatani 
eksekusitorialdani frasai samai dengani putusani pengadilani yangi berkuatani 
hukumi tetapi inkonstitusionali sepanjangi tidaki dimaknaii terhadapi jaminani 
fidusiai yangi tidaki adai kesepakatani ciderai janjii sertai debituri keberatani 
untuki menyerahkani secarai sukai relai terhadapi objeki jaminani fidusiai dani 
menyatakani pasali 15i ayati Undang-Undangi Jaminani Fidusiai sepanjangi 
frasai ciderai janjibertentangani dengani UUDi 1945i dani tidaki mempunyaii 
kekuatani hukumi mengikati sepanjangi tidaki dimaknaii bahwai adanyai 
ciderai janjii tidaki ditentukani sepihaki olehi kreditur,i melainkani atasi dasari 
kesepakatani antarai keduai belahi pihaki ataui atasi dasari upayai hukumi 
yangi menentukani adanyai ciderai janji. 
Sementarai itui bahwai isu-isui yangi berkembangi dalami rangkai 
pelaksanaani eksekusii objeki jaminani fidusiai dani ketentuani penegakani 
hukumi jaminani fidusiai seringi kalii menjadii bahani permasalahani yangi 
adai dii masyarakat.i Artinyai jaminani fidusiai memberikani ruangi keamanani 
bagii penerimai fidusiai jikai terjadii ingkari janjii ataui perbuatani melawani 
hukumi olehi pemberii fidusia,i karenai terbiti sertifikati jaminani fidusiai 
yangi akani memilikii artii yuridisi sebagaii suatui rangkaiani yangi tidaki 
terpisahkani darii prosesi terjadinyai perjanjiani ikutani darii perjanjiani pokoki 
tentangi hutangi piutangi ataui kredit,i selaini itui pendaftarani jaminani 




UU JF yang dulunya mempunyai kekuatan eksekutorial, kini sudah 
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ini berarti terjadi 
beberapa perubahan baik dalam regulasi maupun secara praktek dilapangan, 
maka dari itu penulis menganggap perlu untuk membahas mekanisme 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia setelah 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-
XVII/2019? 
C. Tujuan Makalah  
Untuk mengetahui mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia pasca 
adanya putusan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-




EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 
 
A. Perjanjian 
Perjanjiani menuruti Kitabi Undangi Undangi Hukumi Perdatai 
(KUHPerdata)i pasali 1313,i bahwai persetujuani adalahi suatui perbuatani yangi 
manai satui orangi ataui lebihi mengikatkani dirinyai terhadapi satui orangi laini 
ataui lebih,i istilahi persetujuani merupakahi terjemahani darii overeekomsti 
(Belanda),i yangi lazimi jugai diartikani dengani katai perjanjian.i Subektii 
mengartikani bahwai perjanjiani merupakani peristiwai dimanai seseorangi 
berjanjiani kepadai orangi laini untuki salingi melaksanakani sesuatu. 1 i 
Sedangkani R.i Setiawani menyebutkani perjanjiani adalahi suatui perbuatani 
hukumi dimanai satui orangi ataui lebihi mengikatkani dirinyai terhadapi satui 
orangi laini ataui lebih. 2 i darii pendapati tersebuti padai dasarnyai perjanjiani 
adalahi hubungani hukumi yangi melakukani penawarani sertai penerimaani olehi 
parai pihak,i sehinggai tercapaii kesepakatani untuki menentukani isii perjanjiani 
yangi akhirnyai mengikati kepadai parai pihak.i adapauni unsuri darii perjanjiani 
tersebuti antarai lain: 
1. Perbuatan:i Perbuatani hukumi ataui tindakani hukumi yangi akani 
menimbulkani akibati hukumi bagii parai pihak; 
2. Adanyai subjeki hukum:i Dalami perjanjiani minimali harusi adai duai subjeki 
hukumi yangi melakukani peristiwai hukum; 
3. Mengikatkani dirinya:i Seseorangi yangi melakukani perbuatani hukumi 
berupai perjanjian,i makai diai telahi terikati kepadai isii perjanjiani yangi 
telahi merekai sepakati. 
Kemudiani mengenaii syarati sahnyai perjanjiani diaturi padai pasali 
1320i KUHPerdata,i yaitui adai empati kriteria: 
                                                             
1i Subekti. 2001.i Pokok-Pokoki Hukumi Perdata,i Jakarta.i PT.i Intermasa. 




1. Adanyai katai sepakat:i yaitui adai persesuaiani kehendak,i dimanai antarai 
duai pihaki menghendakii sesuatui yangi samai secarai timabli balik; 
2. Cakapi hukum:i cakapi berartii dapati melakukani perbuatani hukumi untuki 
dirinyai sendiri,i dalami pasali 1330i KUHPerdatai menyebutkani bahwai 
setipai orangi adalahi cakapi untuki berbuati sesuatui merekai yangi belumi 
berusiai 21i tahuni kecualii sudahi menikah,i beradai dibawahi perwalian,i 
pengampuan; 
3. Adanyai suatui hali tertentu:i Yaitui adanyai objeki yangi dijadikani 
perjanjiani harusi jelas; 
4. Adanyai suatui sebabi ataui kausai yangi halal:i adalahi tidaki dilarangi olehi 
Undangi Undang,i tidaki bertentangani dengani ketertibani umum,i tidaki 
melanggari kesusilaani dll.  
Sedangkani mengenaii bentuki dani isii darii perjanjiani tersebuti parai 
pihaki diberii kebebasani untuki menentukannyai sesuaii dengani pasali 1338i 
KUHPerdatai tentangi kebebasani berkontrak,i dengani catatani tidaki melanggari 
pasali 1320i KUHPerdata.i Artinyai kebebasani tersebuti tidaki berlakui mutlak. 
B. Jual Beli Secara Angsuran 
Perjanjiani juali belii secarai angsurani inii merupakani hali barui dani 
tidaki diaturi secarai khususi didalami KUHPerdatai kita,i tetapii prakteki inii 
memamgi diperbolehkani mengingati pasali 1338i KUHPerdatai yangi menganuti 
sistemi kebebasani berkontrak,i perjanjiani juali belii secarai angsurani 
merupakani perjanjiani innomimati ataui perjanjiani tidaki bernamai karenai 
belumi adai pengaturannyai didalami Undangi Undang,i adapuni perjanjiani 
tersebtui pernahi diaturi dalami Surati Keputusani Bersamai Menterii Perdangani 
dani Koperasii Nomori 24/Kep/II/1980,i pasali 1i subi (b)i bahwai juali belii 
secarai angsurani adalahi juali belii barangi diamani penjuali melaksanakani 
penjualani barangi dengani carai menerimai pelunasani pembayarani yangi 




yangi telahi disepakatii bersamai yangi diikati dalami suatui perjanjian,i sertai 
haki miliki barangi tersebuti beralihi darii penjuali kepadai pembelii padai saati 
barangnyai diserahkani olehi penjuali kepadai pembeli.i dengani katai lain,i 
peralihani haki padai perjanjiani juali belii secarai angsurani inii beradai dii awali 
perbuatan.i makai dalami perjanjiani juali belii secarai angsurani inii adai duai 
strukturi perbuatani hukumi yaitu,i perbuatani hukumi perjanjiani juali belii 
kemudiani diikutii olehi perbuatani hukumi perjanjiani hutangi piutang,i dimanai 
debituri melakukani pembeliani tersebuti dengani uangi tunaii dani sisanyai 
dibayari dengani hutangi yangi kemudiani untuki melunasii hutangi tersebuti 
dengani carai mencicil.i Sedangkani dii Belandai juali belii secarai angsurani inii 
sudahi adai ketentuani khususi yangi mengaturi yaitui terdapati padai pasali 1576i 
samapii 1576xi BWi Belandai yangi terjemahannyai sebagaii berikuti "i juali belii 
secarai angsurani adalahi juali belii dimanai parai pihaki telahi bersepakati 
bahwai barangi akani dibayari secarai mencicili setelahi barangi diserahkani olehi 
penjuali kepadai pembeli,i baiki dalami haki miliki maupuni tidak".3 
C. Fidusia 
Fidusiaii berasalii dariii bahasaii latinii fiduciaii yangii berartiii 
kepercayaan4,ii sedangkanii dalamii istilahii bahasaii Indonesiaii fidusiaii adalahii 
penyerahanii hakii milikii secaraii kepercayaan.ii mengenaiii pengertianii 
jaminanii fidusiaii dalamii UUii JFii pasalii 1ii ayatii 1ii danii 2ii adalahii 
sebagaiii berikut:ii pasalii 1ii ayatii (1)ii fidusiaii adalahii pengalihanii hakii 
kepemilikanii suatuii bendaii atasii dasarii kepercayaanii denganii ketentuanii 
bahwaii bendaii yangii hakii kepemilikannyaii dialihkanii terseburii tetapii 
dalamii penguasaanii pemilikii benda.ii Pasalii 1ii ayatii (2)ii Jaminanii fidusiii 
adalahii hakii jaminanii atasii bendaii bergerakii baikii yangii berwujudii 
maupunii tidakii danii bendaii bergerakii khususnyaii bangunanii yangii tidakii 
                                                             
3 Suryodiningrat RM. 1980. Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian. Bandung. Penerbit 
Tarsito. 




dapatii dibebaniii hakii tanggunganii sebagaimanaii padaii Undangii Undangii 
Nomorii 4ii Tahunii 1999ii tentangii Hakii Tanggunganii yangii tetapii beradaii 
dalamii penguasaanii pemberiii fidusia,ii sebagaiii agunanii bagiii pelunasanii 
utangii tertentu,ii yangii memberikanii kedudukanii untukii diutamakanii kepadaii 
penerimaii fidusiaii terhadapii kreditorii lainnya. 
Dariii pengertianii tersebutii dapatii dipahamiii bahwaii fidusiaii adalahii 
pemberianii hakii milikii secaraii kepercayaanii atasii perjanjianii pokok,ii akanii 
tetapiii bendaii tersebutii tetapii beradaii padaii penguasaanii pemberiii fidusia. 
D. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasii ataui dengani katai laini ingkari janjii yaitui ketiadaani 
prestasii dalami perjanjian,i berartii tidaki sesuaii dengani apai yangi sudahi 
ditentukani didalami suatui perjanjian,i perbuatani wanprestasii dapati berupa:i  
1. Tidaki melaksanakani apai yangi diperjanjikan; 
2. Melaksanakani yangi diperjanjikani tapii tidaki sebagaimanai mestinya; 
3. Melaksanakani apai yangi diperjanjikani tapii terlambat; 
4. Melakukani sesuatui yangi menuruti perjanjiani tidaki bolehi dilakukan. 
Sehinggai bagii pihaki yangi merasai dirugikani dengani adanyai 
perbuatani wanprestasii ataui ingkari janjii tersebuti dapati tuntutani yangi berupai 
pemenuhani perjanjian,i pembatalani perjanjiani dani ataui memintai gantii 
kerugiani kepadai pihaki yangi melakukani wanprestasii tersebut.i Gantii 
kerugiannyai bisai meliputii biayai yangi nyata-nyatai telahi dikeluarkan,i 
kerugiani yangi timbuli sebagaii akibati adanyai wanprestasi,i sertai bunga.i 
(KUHPerdatai Pasali 1238i Junctoi Pasali 1243i dani Pasali 1365). 
E. Eksekusi 
Pengertiani eksekusii menuruti Yahyai Harahapi melaksanakani secarai 
paksai atasi putusani pengadilani yangi sudahi berkekuatani hukumi tetapi 




diantaranya,i menjalanjankani putusani yangi sudahi berkekuatani hukumi tetap,i 
tidaki menjalankani putusani secarai sukai rela,i dalami amari putusani bersifati 
condemnatoir,i eksekusii atasi perintahi dani dibawahi pimpinani ketuai 
pengadilani melaluii jurui sita. 5  Pelaksanaani eksekusii terhadapi jaminani 
fidusiai adalahi eksekusii pembayarani sejumlahi uangi yangi dilakukani melaluii 
mekanismei pelelangani umum,i sebagaimanai dii aturi padai pasali 196i HIR/i 
208i RBg.i Berikuti adalahi proseduri permohonani pengajuani eksekusi: 
1. Pemohoni mengajukani permohonani eksekusii baiki secarai tertulisi maupuni 
lisan; 
2. Ketuai pengadilani menerbitkani penetapani aanmaning,i dengani perintahi 
kepadai jurui sitai untuki memanggili termohoni agari hadiri dalami sidangi 
aanmaning; 
3. Jurui sitai memanggili termohoni eksekusi; 
4. Ketuai pengadilani melaksanakani aanmaningi dengani sidangi insidentil; 
5. Ketuai pengadilani menyampaikani peringatani agari dalami waktui 8i harii 
darii harii sidangi aanmaningi untuki melaksanakani isii putusan; 
6. Apabilai dalami waktui 8i harii tidaki melaksanakani aanmaningi tersebuti 
terhadapi isii putusan,i makai ketuai pengadilani menerbitkani penetapani 
perintahi eksekusi.6 
Secarai umumi eksekusii merupakani pelaksanaani keputusani pengadilani 
sertai adai jugai sebuahi aktai yangi mempunyaii kekuatani eksekusitoriali yangi 
dii anggapi samai dengani putusani pengadilani yangi sudahi berkekuatani hukumi 
tetapi sesuaii dengani amanati Undangi Undang,i contohi eksekusii haki 
tanggungan,i hipoteki dani fidusia,i dengani tujuani pengambilani pelunasani 
kewajibani kreditori melaluii hasili penjualani benda-bendai tertentui miliki 
debitor,i dengani carai eksekusii mandirii olehi penerimai haki prefereni 
                                                             
5i Yahyai Harahap.i 1998.i Ruangi lingkupi Permasalahani Eksekusii Bidangi Perdata. Jakarta.i PT.i 
Gramedia. 
6Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. Pedoman Pelaksanaan 




berdasarkani Undangi Undangi untuki didahulukani darii pihaki lain,i dengani 
diberikani keistimewaani olehi Undangi Undangi itulahi dapati dilakukani 
eksekusii mandiri.i Sedangkani yangi dimaksudi perjanjiani fidusiai adalahi 
perjanjiani ikutani darii utangi piutangi kreditori kepadai debitori yangi 
melibatkani penjaminan.i Jaminani tersebuti kedudukannyai masihi dalami 
penguasaani pemiliki jaminan.i Tetapii untuki menjamini kepastiani hukumi bagii 
kreditori makai dibuati aktai yangi dibuati olehi notarisi dani didaftarkani kei 
Kantori Pendaftarani Fidusia.i Nantii kreditori akani memperolehi sertifikati 
jaminani fidusiai berirah-irahi “Demii Keadilani Berdasarkani Ketuhanani Yangi 
Mahai Esa”.i Dengani demikian,i memilikii kekuatani haki eksekutoriali langsungi 
apabilai debitori melakukani pelanggarani perjanjiani fidusiai kepadai kreditori 
(paratei eksekusi),i sesuaii UUi JFi No.i 42i Tahuni 1999i aturani inii berlakui 
sebelumi adanyai putusani Mahkamai Konstitusi. 
F. Pembahasan 
1. Perjanjian Pokok dan Perjanjian ikutan fidusia 
Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian jual beli secara angsuran 
yang merupakan perkembangan perjanjian yang sudah ada dengan model 
baru, dimana ada dua kontruksi hukum yang terjadi, yaitu jual beli dan hutang 
piutang, perjanjian semacam ini disebut dengan perjanjian tidak bernama 
(innominaat), dalam perjanjian ini ada tiga subjek hukum, yang pertama yaitu 
konsumen atau debitur, kemudian penyedia barang, dan  lembaga pembiayaan 
(finance), hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara penyedia barang 
dengan lembaga pembiayaan, atau denagn cara debitur yang meminta untuk 
dibiayai barangnya kepada lembaga pembiayaan, dalam kerangka hubungan 
hukumnya peristiwa hukum yang terjadi adalah akad jual beli antara 
konsumen dengan penyedia barang, kemudian peristiwa hukum yang 





Saat ini banyak kita temui lembaga pembiayaan (finance) yang 
menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur dengan berbagai kemudahan 
mulai dari adanya promo promo yang menggiurkan, uang muka yang dapat 
dicicil, adanya cash back, ini berlaku bagi berbagai produk yang ditawarkan 
seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan lain 
lain. Merekai umumnyai menggunakani tatai carai perjanjiani yangi 
mengikutkani adanyai jaminani fidusiai bagii objeki bendai jaminani fidusia. 
Prakteknyai dimasyarakati yangi terjadi mayoritasi perjanjiani 
dilakukani dengani aktai dii bawahi tangani dani bentuki perjanjiannyai adalahi 
perjanjiani baku,i dimanai ketentuani dani isii perjanjiani tersebuti sudahi 
ditentukani terlebihi dahului olehi salahi satui pihak,i dalami hali inii sudahi 
disediakani olehi lembagai pembiayaan.i Muniri Fuadii memberikani 
pengertiani perjanjiani bakui sebagaii suatui kontraki tertulisi yangi dibuati 
hanyai olehi salahi satui pihaki dalami kontraki tersebut,i bahkani seringkalii 
kontraki tersebuti sudahi tercetaki dalami bentuki formulir-formuliri tertentui 
olehi salahi satui pihak,i yangi dalami hali inii ketikai kontraki tersebuti 
ditandai tangani,i umumnyai parai pihaki hanyai mengisikani data-datai 
informatifi tertentui dengani sedikiti ataui tanpai perubahani dalami klausul-
klausulnya,i dimanai pihaki laini dalami kontraki tersebuti tidaki mempunyaii 
kesempatani ataui hanyai sedikiti kesempatani untuki melakukani negosiasii 
ataui mengubahi klausul-klausuli yangi sudahi dibuati olehi salahi satui pihaki 
tersebut. 7 i Darii hali tersebuti kemungkinani kontraki bakui sangati berati 
sebelah,i salahi satui faktori penggunaani klausuli bakui adalahi kecepatani 
dalami melakukani transaksii yangi tidaki mungkini membukai ruangi 
negosiasii yangi memerlukani waktui cukupi lamai dalami menentukani isii 
perjanjiani tersebuti sesuaii dengani kehendaki keduai belahi pihak,i hanyai 
adai duai pilihani yaitui apabilai debituri membutuhkani produki barangi yangi 
                                                             





ditawarkan,i makai setujuilahi perjanjiani dengani syarat-syarati bakui yangi 
telahi ditentukani olehi lembagai pembiayaani kemudiani jikai debituri tidaki 
setujui dengani syarat-syarati bakui yangi ditawarkani olehi lembagai 
pembiayaan,i makai jangani membuati perjanjiani dengani lembagai 
pembiayaani yangi bersangkutan. 
Konsekuensinyai adalahi debituri menyerahkani dani ataui 
memberikani kuasai kepadai kredituri untuki membuatperjanjiani ikutani darii 
perjanjiani induki yaitui hutangi piutangi yangi nantinyai untuki menjamini 
barangi miliki debituri secarai fidusia,i yangi kemudiani olehi lembagai 
pembiayaani tersebuti atasi dasari aktai pemberiani fidusiai yangi dibuati olehi 
notarisi kemudiani merekai mendaftarkani aktai tersebuti kei lembagai 
berwenangi terkaiti dibawahi kementerii hukumi dani haki asasii manusiai 
untuki menjamini objeki bendai yangi menjadii jaminani itui agari mendapati 
keistimewaani pelunasani hutangi debituri terhadapi kredituri sesuaii UUi JF.i 
Kemudiani tatai carai pendaftarani fidusiai berpedomani padai Peraturani 
Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2015i Tentangi Tatai Carai Pendaftarani 
Jaminani Fidusiai Dani Biayai Pembuatani Aktai Jaminani Fidusia,i 
diantaranyai pendaftarani tidaki bolehi lebihi darii 30i harii sejaki tanggali 
aktai pembuatani jaminani fidusia.i Kesimpulani darii prosesi perjanjiannyai 
adalahi perjanjiani induki tentangi hutangi piutangi tidaki harusi dibuati olehi 
pejabati yangi berwenangi sepertii notarisi cukupi dibuati dibawahi tangan,i 
sedangkani mengenaii perjanjiani ikutannyai tentangi pemberiani jaminani 
fidusiai atasi objeki bendai yangi dijaminkani harusi dibuati olehi pejabati 
yangi berwenangi (notaris).i Pertanyaannyai kemudiani apakahi debituri 
pernahi dihadapkani dihadapani notarisi terkaiti pembuatani aktai jaminani 
fidusiai tersebut?i Untuki menjawabnyai adai beberapai kemungkinan,i yangi 
pertamai adalahi debituri sudahi memberikani kuasai kepadai lembagai 
pembiyaani yangi sudahi tertuangi diperjanjiani induki karenai ketentuannyai 




surati kuasai khusus.i Hali inii terkadangi tidaki disadarii olehi debituri karenai 
merekai kurangi telitii dalami membacai isii perjanjiani bakui tersebuti ataui 
karenai terburui burui yangi didorongi keingani hasrati untuki mendapatkani 
sesuatui melaluii pembiayaani lembagai tertentui sehinggai tidaki cermati atasi 
berkasi berkasi yangi disetujuinya. 
Kreditur dalam hal ini lembaga pembiyaan sebagai penerima fidusia 
mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan 
hal tersebut maka penerima fidusia dapat bertindak untuk melakukan ekskusi 
mandiri dalam prakteknya ada sebagian lembaga pembiayaan menggunakan 
jasa pihak ketiga (debt collector eksternal) berdasarkan kerjasama, hal ini 
karena keistimewaan yang diberikan oleh UU JF pasal 15 dan 29, dimana jika 
debitur telah dianggap ingkar janji maka sertipikat fidusia tersebut 
mempunyai kekuatan eksekusitorial yang sama kekuatannya denga putusan 
pengadilan, jika eksekusi itu memerlukan pengamanan maka, penerima 
fidusia dapat meminta permohonan bantuan kepada aparat kepolisian sesuai 
dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan 
Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana benda objek jaminan fidusia berada, 
ketentuan ini opsional dengan kata lain sepanjang penerima fidusia dapat 
melakukan eksekusi sendiri maka pengamanan tersebut terkadang belum 
diperlukan. Dengani demikiani tujuani pendaftarani jaminani fidusiai 
bertujuani untuki melindungii penerimai fidusiai jikai suatui pemberii fidusiai 
gagali memenuhii kewajibannya. 
Sedangkan bagi akta jaminan fidusia yang tidak didaftar berakibat 
kibat hukum berbeda begitu juga terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat 
dibawah tangan, kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusitorial 
sebagaimana bunyi UU JF, akibatnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 
yang didasari dengan akta yang tidak didaftarkan ke lembaga terkait maupun 
atas dasar akta jaminan fidusia dibawah tangan, maka bisa termasuk perbuatan 




perampokan pasal 365 KUHP, pemerasan pasal 368 KUHP, penganiayaan 
pasal 351 KUHP, pemaksaan pasal 335 KUHP. Sedangkani bagii debituri 
jikai mengalihkani bendai objeki fidusiai yangi dilakukani dibawahi tangani 
kepadai pihaki laini dapati dijerati dengani pasal 23 ayat 2 juncto pasal 36 UU 
JF  No. 42 Tahun 1999. 
Dilain sisi, terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftar maupun 
akta jaminan fidusiai dibawahi tangani tidaki dapati dilakukani eksekusii 
sebelumi dilakukani gugatani terlebihi dahului kei pengadilani negeri.i 
Prosesnyai dilakukani dengani carai mengajukani gugatani kemudiani diikutii 
dengani sitai jaminani objeki tersebuti agari dapati dilakukani permohonani 
eksekusii kei pengadilani negerii melaluii prosesi hukumi acarai yangi 
normali hinggai turunnyai putusani pengadilan.  Terkadang pihak yang kalah 
tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Tidak ada aturan yang jelas 
mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan sehingga perlu dilakukan upaya 
hukum lagi yaitu eksekusi berdasarkan pasal 196 HIR “Jika pihak yang 
dikalahkan tidak mau untuk memenuhi isi keputusan secara sukarela, maka 
pihak yang menang mengajukan permohonan baik tertulis maupun secara 
lisan kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan itu, dengan 
cara memanggil serta memperingatkan pihak yang kalah, agar memenuhi 
putusan dalam waktu yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 
delapan hari.” 
 
2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 
Putusani Mahkamahi Konstitusii Nomori 18/PPU-XVII/2019,i 
menyatakani bahwai eksekusii objeki jaminani fidusiai tidaki dapati 
dilakukani sepihaki olehi penerimai fidusiai (kreditur),i melainkani harusi 
dengani mengajukani permohonani eksekusii kepadai pengadilani negerii 
sesuaii dengani putusani yangi sudahi mempunyaii kekuatani hukumi tetapi 




jaminannyai secarai sukarela,i tidaki hanyai itu,i Mahkamahi Konstitusii jugai 
menjawabi ketidakpastiani kapani pemberii fidusiai (debitur)i dinyatakani 
ciderai janji,i meskipuni ciderai janjii sudahi ditentukani terlebihi dahului 
didalami perjanjiani pokok,i hali inii agari tidaki menimbulkani adanyai 
penafsirani i sepihaki darii lembagai pembiayaani selakui penerimai fidusiai 
untuki menjadikani dasari eksekusii terhadapi objeki jaminani fidusiai tanpai 
melaluii lembagai yangi berwenangi untuki mengadilii bagii merekai yangi 
mempunyaii sengketa,i perbuatani tersebuti biasanyai berupai paksaani darii 
orangi yangi mengakui sebagaii pihaki ketigai sebagaii debti collectori 
eksternali yangi mendapati kuasai untuki melakukani eksekusi,sehinggai hali 
inii jelasi merupakani buktii adanyai persoalani inkonstitusionalitasi dalami 
normai yangi diaturi dalami UUi JF. 
Padai dasarnyai sertipikati fidusiai tetapi memilikii karakteristiki 
tersendirii dengani mempunyaii kekuatani eksekusitoriali yangi dapati 
dilaksanakani karenai kekuatannyai samai dengani sebuahi putusani 
pengadilani yangi mempunyaii kekuatani hukumi tetapi sebagaimanai bunyii 
pasali 15i UUi JF,i akani tetapii untuki kepastiani hukumi pemberii fidusiai 
yangi iai keberatani untuki menyerahkani objeki jaminannyai secarai 
sukarela,i makai hali tersebuti memerlukani lembagai peradilani untuki 
menentukannya,i gunai menghindarkani perbuatani sewenangi wenangi darii 
salahi satui pihaki yangi seakani akani tindakani tersebuti dii legalkani olehi 
UUi JF.i Begitui jugai terhadapi pasali 29i UUi JFi mengenaii ciderai janji,i 
Mahkamahi Konstitusii berpendapati pasali tersebuti inkonstitusionali 
sepanjangi adanyai ciderai janjii tersebuti tidaki ditentukani sepihaki olehi 
penerimai fidusiai melainkani harusi atasi dasari kesepakatani keduai belahi 
pihak,i ataui dengani carai upayai hukumi yangi menentukani telahi terjadii 
ciderai janjii darii pemberii fidusia.Tetapii jikai debituri tidaki mengakuii 
adanyai ciderai janjii dani keberatani untuki menyerahkani secarai sukarelai 




tidaki bolehi melakukani eksekusii sendirii sehingga,i haki konstitusionalitasi 
debituri dani kredituri terlindungii secarai seimbang. 
Kemudiani putusani Mahkamahi Konstitusii jugai mempengaruhii 
pelelangani jaminani fidusiai yangi dilakukani olehi Kantori Pelayanani 
Kekayaani Negarai dani Lelangi (KPKNL)i yangi beradai dibawahi 
Kementeriani Keuangani dii semuai daerah,i lelangi jaminani fidusiai 
merupakani salahi satui jenisi lelangi eksekusii karenai melaksanakani putusani 
ataui penetapani pengadilani ataui dokumen-dokumeni laini yangi disetarakani 
dengani itui dengani katai laini untuki melaksanakani ketentuani dalami 
perundangi undangan.i Mengingati Mahkamahi Konstitusii Nomori 18/PPU-
XVII/2019,i makai terdapati beberapai tambahani persyaratani untuki 
pengajuani pelelangani yaitui wajibi melengkapii surati pernyataani darii 
kredituri bahwai telahi diserahkani secarai sukarela,i hali inii membuktikani 
bahwai kredituri telahi sepakati dani menyerahkani secarai sukarelai untuki 
dilakukani pelelangani dani jikai pemohoni lelangi tidaki dapati melengkapii 
surati pernyataani darii kredituri makai putusani ataui penetapani pengadilani 
menjadii syarati dokumeni untuki dilakukani pelelangani tersebut,i hali inii 
menunjukkani bahwai otoritasi pelengani tersebuti telahi patuhi terhadapi 
adanyai putusani Mahkamahi Konstitusi. 
 
3. Etika Dalam Melaksanakan Eksekusi 
Hal yang sangat penting lagi adalah etika dalam rangka pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dilapangan, karena hal tersebut mendapat perhatian 
setelah munculnya berbagai kasus, seperti kasus kematian Irzen Octa yang 
dilakukan oleh oknum debt collector, diharapkan tidak terdapat 
penyimpangan pada proses eksekusi baik itu kekerasan dan perbuatan 
kriminal lainnya maupun perbuatan yang melawan hukum secara keperdataan, 
sehingga dapat berakibat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, ada 




eksekusi contoh ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan 
yang didalamnya terdapat prosedur mengenai penagihan seperti memberikan 
surat peringatan terlebih dahulu kepada kreditur apabali terjadi ingkar janji, 
serta meminta pengaman kepada kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi. 
Berikutnya tidak mengutamakan emosional pada saat berhadapan 
dengan kreditur, bahasa yang sopan, pemilihan tempat untuk melakukan 
negosiasi misal dikediaman rumah rukun tetangga, kelurahan atau kantor desa 
setempat dikediaman kreditur, kemudian menunjukkan identitas serta 
menyampaikan maksud dan tujuan serta kelengkapan administrasi 
pelaksanaan eksekusi seperti dokumen perjanjian, salinan akta fidusia, 
sertipikat fidusia, surat peringatan, surat perintah pelaksaan eksekusi dan 
daftar tunggakan debitur untuk dasar pelaksanaan eksekusi. Jika etika dan 
berkas dokumen sudah terpenuhi dan pemberi fidusia tetap tidak mau 
menyerahkan objek jaminannya maka, tempuhlah upaya hukum yang berlaku 
yaitu permohonan eksekusi ke pengadilan sesuai putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019, untuk tercapainya supremasi hukum, 
dan diharapkan tidak ada metode baru pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan 
fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan seperti 
pemaksaan penandatanganan surat penyerahan atau pemalsual dokumen 







A. Kesimpulan  
Eksekusi terhadap sertifikat fidusia yang mempunyai title eksekusitorial 
sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dapat dilaksanakan sepanjang pemberi fidusia sepakat untuk menyerahkan 
secara sukarela, dan jika pemberi fidusia tidak mau menyerahkan, prosedur dan 
tata cara pelaksanaannya melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Hal 
tersebut tidak bermaksud mangabaikan karakteristik khusus pada fidusi yang 
memberikan hak untuk diprioritas, melainkan demi memberi kepastian hukum 
dan rasa keadilan antara pemberi dan penerima fidusia untuk menghindari 
timbulnya kesewenang wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Karekteristik 
jaminan fidusia salah satunya adalah kemudahan dalam pelaksanaan 
eksekusinya.8 Hal itu juga sesuai UU JF,jika debitur atau pemberi fidusia cidera 
janji dan bersedia untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminannya maka 
tahapan sebagai berikut sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UUJF No. 42/1999, yaitu: 
1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal15 ayat (2) 
oleh Penerima Fidusia; 
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 
dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 
tertinggi yang menguntungkan para pihak; 
4. Berikutnya yaitu jika kreditur tidak bersedia dilakukan pelengan secara suka 
rela maka, harus diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, 
                                                             
8 Hasbullah Frieda Husni. 2005. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan JILID 




untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi 
Nomor 18/PPU-XVII/2019. 
B. Saran 
Sebaiknya dalam melakukan perjanjian didasari oleh iktikad baik oleh 
para pihak, baik iktikad baik dalam memulai, melaksanakan dan pengakhirannya, 
agar perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian etika 
dalam melakukan eksekusi juga harus diperhatikan, seperti memilih tempat yang 
tepat, tidak dilakukan eksekusi ditempat ramai atau dijalanan, menggunakan 
bahasa yang sopan, memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas terlebih 
dahulu dan tidak semena mena langsung merampas kunci kendaraan, tunjukkan 
kelengkapan administrasi seperti, akta perjanjian fidusia, sertipikat fidusia, surat 
peringatan (somasi), surat kuasa jika menggunakan pihak ke tiga (debt collector 
eksternal), surat tugas perintah pelaksanaan eksekusi dari pihak finance. 
Serta bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam hal ini 
lembaga pembiayaan (finance) agar menempuh jalur hukum dan menjungjung 
tinggi aturan yang berlaku di Indonesia agar guna tercapainya tujuan hukum yaitu 
kepastian, kemanfaatan dan keadilan dan tidak terdapat metode baru dalam 
pelaksanaan eksekusi sendiri dengan menggunakan pemaksaan kepada kreditur 
atau cara lain yang tidak hanya bertentangan dengan aturan juga tidak 
bertentangan dengan nilai nilai sosial dalam masyarakat. Sementara bagi 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar menata kembali regulasi 
mengenai KUHPerdata tentang perjanjian khusunya perjanjian jual beli secara 
angsuran, karena di Belanda dimana KUHPerdata bersumber sudah ada aturan 
yang mengatur hal tersebut serta jaminan fidusia dan hukum acara perdata 
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